PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG
PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)

Menimbang

Mengingat

ca.

TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan penetapan batas
jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan
200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang
Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Tahun
Anggaran 2010.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan
Nama kabupaten Kutai menjadi kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);



16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Menetapkan :

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;

3. Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 900 Tahun 2007 tentang

Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP),GANTI
UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan Uang
Persediaan (UP) satu kali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang
Persediaan dapat diajukan Ganti Uang Persediaan.

Pasal 2

Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan (UP) memperhatikan Anggaran Kas
sesuai pagu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada masing-masing SKPD

(terlampir).



Pasal 3

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP/GU telah
dipergunakan sebesar 30% dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan
SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 4

Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) dapat dipergunakan untuk pembelian
barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)
untuk pembayaran honorarium,insentif dan perjalanan dinas, pembayarannya sesuai
kebutuhan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedangkan yang
bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan sangat mendesak, maka
SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 6

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 5
yaitu:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya.

b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
- Penanggulangan bencana alam;
- Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat;

d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan
bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap
realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi,
maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang
Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) harus mendapat
persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.



Pasal 8

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (TU) tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara
pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah

Pasal 9

Bendahara pengeluaran harus mengembalikan sisa Uang Persediaan (UP) pada
akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H.SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 9

TELAH DIKOREKSI OLEH

NO. NAMA JABATAN PARAF
1. DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM Sekretaris Daerah

2. Dra. Hj. YUNI ASTUTI, MM PIt. Ass. Pemerintahan Umum & Hukum

3. SETIANTO N AJl, SH Pj. Kepala Bagian Hukum

4, ABDUL KADIR, SH Kasubbag Perundang-Undangan




